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ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi
penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat
mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan
menggunakan pendekatan restorative justice. Kenyataannya masih banyak kasus
kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sehingga menimbulkan korban.
Adapun permasalahannya : Bagaimana Pelaksanaan Restorative Justice Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ? Apa Kendala
dan Upaya Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis
normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum
positif, serta menemukan hukum secara in-concreto. Spesifikasi penelitian ini
adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja,
melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum
pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta
penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian kasus kekerasan
dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih
menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif,
dan konsolidatif tidak efektif. kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara
dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata
(Restorative Justice) dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan
suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara
tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan restorative
justice. Apa Kendala dan Upaya Pelaksanaan Restorative Justice Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap
Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah konsep
keadilan restoratif. Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses
penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel
dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan
pemilihan kembali pada keadaan semula.



ABSTRACT

Domestic violence is a case with a multi-dimensional settlement because
there is a civil scope and a criminal scope on the other. Therefore we need a
media in the system that can accommodate the settlement of the case, one of
which is by using a restorative justice approach. In fact, there are still many cases
of domestic violence that occur causing victims. The problem is: How is
Restorative Justice Implementation in Law Enforcement Against Domestic
Violence Perpetrators Linked to Law Number 23 of 2004 Juncto Perkap of
National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations?
What Are the Obstacles and Efforts to Implement Restorative Justice in Law
Enforcement Against Perpetrators of Domestic Violence in connection with Law
Number 23 of 2004 Juncto Perkap of the National Police Chief Number 6 of 2019
concerning Criminal Investigations?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research
method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy,
as well as find the law in-concreto. The specification of this research is analytical
descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it
through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques
were carried out through library research and field research to collect primary
and secondary data.

The results of the study conclude that the settlement of cases of domestic
violence based on these rules, empirically emphasizes more on the punishment, so
that preventive, protective, and consolidative purposes are not effective. Domestic
violence is a case with a multi-dimensional settlement because there is a civil
scope side (restorative justice) and a criminal scope on the other. Therefore we
need a media in the system that can accommodate the settlement of the case, one
of which is by using a restorative justice approach. What are the Obstacles and
Efforts to Implement Restorative Justice in Law Enforcement Against
Perpetrators of Domestic Violence in relation to Law Number 23 of 2004 Juncto
Perkap of the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Acts
of Investigation is the concept of restorative justice. Article 12 of Perkap 6/2019
explains that in the investigation process restorative justice can be carried out, if
material and formal requirements are met. Restorative Justice is the settlement of
criminal acts by involving perpetrators, victims, families of perpetrators, families
of victims, community leaders, religious leaders, traditional leaders, or
stakeholders to jointly seek a just solution through peace by emphasizing re-
election to its original state.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama
didalam hukum.! Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan,
dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimaknai sebagai ragam
bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional,
seksual, penelantaran) yang dilakuan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau
anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup
rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan
kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang
tidak seimbang (asimestris). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun
atas dasar kepecayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga,
sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalagunaan
kekuasaan) dan abuse of trust (penyalahgunaan kepercayaan).

Kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam

hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan

1 Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945
Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 4.



pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut
merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan
seksual lainnya terhadap istri (material rape) atau anak bahkan pembantu rumah
tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik
fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagi bentuk yang dilakukan seseorang
terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem
bagi masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meyebutkan bahwa setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga.

Seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
akan menghambat pembangunan, atinya berkurangnya rasa percaya diri
perempuan sehingga menghambat perempuan untuk berpartisipasi, berpolitik,
serta menganggu pola berfikir dan kesehatan perempuan.? Lahirnya Undang-
undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga merupakan wujud jaminan Negara sebagai pencegahan atas kejahatan
KDRT. Dengan cara memberikan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan
sekaligus melindungi korban KDRT.

KDRT tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan. Akan

tetapi juga disebabkan adanya gangguan psikis dari pelaku. Sebagai upaya

2 Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,”
Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM 17, No. 3, 2010, him. 475)



penanggulangan KDRT dapat dilakukan pemeriksaan psikis pra nikah. Wujud
komitmen negara melindungi hak para korban, lahirlah Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
disahkan pada tanggal 22 September 2004. Melalui undang-undang ini, berbagai
bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual yang terjadi di wilayah
domestik dikategorikan sebagai tindak pidana.®

Tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT
hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak
kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada
pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh
pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum
responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah
persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan
pidana.* Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak
pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara
Restorative Justice.®

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat
disebut sebagai Restorative Justice. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga
yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui

musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan

3 Nadir, “Politik Hukum Pidana Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga
Sebagai Wujud Pengakuan Dan Perlindungan HAM,” Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam
5, No. 1, 2010, him. 159.

4 Nita Savitri, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu
Tinjauan Antropologis,” Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1, 2007, hlm. 27

5 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum
Nasional, Kencana, Jakarta, 2009, him. 8



merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua
pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali
menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal
sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan
antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

Selama ini memang diakui bahwa Restorative Justice belum menemukan
dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik
penegakan hukum. Restorative Justice hanya terjadi dalam law in concreto.
Keberadaannya menemukan momentum Kketika Kepolisian Negara Republik
Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XI11/
2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui
Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana
dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang
berperkara.

Contoh kasus KDRT adalah Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN.BIb.
Terdakwa Ayi Rohmat Alias Banen Bin Endang, pada hari Kamis tanggal 09
April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April
2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitaran daerah Kp. Pogokan
RT.03 RW.11 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah



tangga. ©

Mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu
peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan
hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat. Akibat hukum dari
Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga ini adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang sama-
sama menguntungkan, yang dalam hal ini: korban mendapat ganti rugi materi dan
permohonan maaf dari pelaku atas tindakannya terhadap korban. Pelaku
mendapat keringanan hukum setelah adanya kesepakatan dengan korban yang
sama-sama dianggap keputusan terbaik untuk keduanya.

Setiap yang telah berkeluarga selalu ada saja permasalahan yang terjadi,
baik permasalahan kecil ataupun permasalahan yang sampai kepada ranah pidana
(kekerasan), permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi
dengan berbagai sebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga. Adapun untuk penyelesaiannya Unit PPA Polresta Bandung menggunakan
Restorative Justice sebagai bentuk usaha agar pihak yang bermasalah
mendapatkan hasil putusan yang sama-sama bisa diterima.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi
penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana.
Oleh karena itu dibutunkan suatu media di dalam sistem yang dapat
mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan

menggunakan pendekatan restorative justice. Kenyataannya masih banyak kasus

® https://putusan3.mahkamahagung.go.id/diakses tanggal 14 Maret 2022


https://putusan3.mahkamahagung.go.id/diakses

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sehingga menimbulkan korban.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang
menelusuri tentang Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Meriahnurul Husna, NIM : 140104032, Skripsi dengan judul “Penyelesaian
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Di
Polres Bener”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh,
Tahun 2018.

2. Meidah Marsella, NIM: C93215065, Skripsi dengan judul “Mediasi Penal
Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Perspektif Filsafat Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
Tahun 2019

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis
membahas tentang Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik
mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul “PELAKSANAAN
RESTORATIVE JUSTICE PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 JUNCTO PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”.



B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan
permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :
1. Bagaimana Pelaksanaan Restorative Justice perkara Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana?
2. Apa Kendala dan Upaya Pelaksanaan Restorative Justice perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Restorative Justice
perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor
6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dan Upaya Pelaksanaan
Restorative Justice perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto
Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

Pidana.



D. Kegunaan Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai
berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu
hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Pelaksanaan
Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi

Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka
setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk
hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita
dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat
yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan



kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan
sosial.’

Tindak kejahatan (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana
saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun
skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga
perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi
penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas
tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai
kepentingan baik individu maupun kelompok.

Penegakan hukum tidak lepas dari efektivitas hukum. Ensiklopedia
administrasi mengartikan tentang efektivitas sebagai berikut : 8

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang
melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang
dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau
mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor
yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang
netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-
faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:®

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada
Undang-Undang saja.

" https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia/diakses tanggal 14 Maret 2022

8 http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas Hukum/diakses tanggal 14 Maret
2022

® 1bid, him. 8-9.
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

w

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana
sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan
delict. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan
hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah
dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa
larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan
itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya
ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkanya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud
dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan.perbutan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.’® Pengertian

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

10 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, him. 56



11

larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut.!

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi
strafbaarfeit dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu
tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.
Strafbaarfeit merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu
telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana
yang bersifat memaksa.!?

Unsur objektif dan subjektif tindak pidana adalah :

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin
manusia yakni semua unsur mengenai perbutannya akibat perbuatan dan keadaan
tertentu yang melekat pada perbutaan dan objek tindak pidana. sedangkan unsur
subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan
batin orangnya.

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si
pelaku itu harus dilakukan.*® Yang termasuk dalam Unsur objektif adalah :'4
1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan

dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif

1 1bid, him. 54

12 Erdian Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015, him. 97

13 P.AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2017, him. 193

14 Tongat, Hukum Pidana Materiil, UMM Malang, Malang, 2016, him. 4-6
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berarti kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan
merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif:
Orang yang dengan sengaja melanggar Undang-undang. Contoh perbuatan
negatif: Orang mengetahui komplotan yang akan merobohkan Negara dan ia
tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan yang dirumuskan dalam
Pasal 362 KUHP yang menggambarkan perbuatan yang dilarang Undang-
undang yaitu perbuatan mengambil.

. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang
merupakan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan
merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Perbuatan itu dapat bersamaan
dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat
(misalnya dalam hal pencurian), tetapi itu dapat juga terpisah dari
perbuatannya misalnya pembunuhan. (Pasal 338 KUHP yang berupa matinya
orang)

. Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau
kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan
tertentu,misalnya “melawan tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika
perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasaan
dan jika pegawai negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya.Ataupun
pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika dilakukan di
tempat umum. ”Di tempat umum”itu ialah “keadaan”. Keadaan yang dilarang
dan diancam oleh Undang-undang, contoh dalam Pasal 282 KUHP adalah

ditempat umum.
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b) Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.*® Unsur-unsur Subjektif adalah
mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan)
dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus
dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu
dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia
mempunyai perasaan dan pikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal
dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat
menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya.
Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti bahwa tiap orang
dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan
sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan itu harus
dibuktikan. Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:

Salah satu tindak pidana adalah KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga
seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

15 p.AF. Lamintang, op,cit, him. 193
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tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan
hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain
menegaskan bahwa:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas
dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah
tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus
dihapus.

3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah
perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara
dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau
ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk undang-undang tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya
merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya
adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356 yang
secara garis besar isi Pasal yang berbunyi: “barang siapa yang
melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam
hukuman pidana”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan
terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:
1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara
lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak),

menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan


https://doc.lalacomputer.com/makalah-pelanggaran-ham/

15

sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan tampak seperti bilur-bilur, muka lebam,

gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada
seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional
adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan
harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti
sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari
kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera
seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Kekerasan seksual berat, berupa:

a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ
seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang
menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.

b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban
tidak menghendaki.

c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan

atau menyakitkan.
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d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan prostitusi dan
atau tujuan tertentu.

e. Terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi
ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang
menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

g. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti
komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara
non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya
yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat
melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repetisi kekerasan seksual
ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan
atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan
kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi
nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat
pula diselesaikan dengan non litigasi melalui Restorative Justice. Restorative
Justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, atau non litigasi. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar

pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering


https://doc.lalacomputer.com/makalah-prostitusi/
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terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun
melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai
hukum yang berlaku.

Perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan
hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan
Restorative Justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang
hukum pidana. Meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana
menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu
besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi 6.

Restorative Justice yang dikembangkan itu ber-tolak dari ide dan prinsip
kerja (working principles) sebagai berikut : *’

a. Penanganan konflik (Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum
dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini
didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik
interpersonal.

b. Berorientasi pada proses (Process Orientation; Prozessorientierung):
Restorative Justice lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil,
yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-
kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan
sebagainya.

c. Proses informal (Informal Proceeding - Informalitat):

Restorative Justice merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat
birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and Autonomous
Participation - Parteiautonomie/Subjektivie-rung):

16 Detlev Frehsee, Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law:
Development and Theoretical Implications”, http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/belr. htm./diakses
tanggal 14 Maret 2022

17 Stefanie Trankle, The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-
Offender Media-tion - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples
of the Mediation Process in Germany and France, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/
krim/traenkle_ e.html. /diakses tanggal 14 Maret 2022
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Pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum
pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan
kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.
Awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah Restorative
Justice yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik
antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih.

unculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-
an*®, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh
perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Di mana
upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang
dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan
biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai
mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses
peradilan tersebut.

Penyelesaian secara win-win solution atau menang-menang, dapat
memuaskan semua pihak yang berpekara sama-sama untung, karena secara
filosofisnya adalah:

Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia
yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya.
Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita
harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita
mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela
mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara
yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang
menjadi pemenang. ltulah hakikat dari sikap menang-menang. la akan
memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan

18 Jacqueline M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution, West Publishing C., St.
Paul, 2012, him. 4.
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kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak
memperoleh apa yang diinginkan®®.

Win-win solution adalah :

Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang
senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia.
Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau
pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah
pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasa
senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut
melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakatiZ.

Prinsip menang-menang ini cocok untuk diadopsi sebagai satu alternatif
penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi/orang, mengingat
dalam konsep rancangan KUHP (baru) bahwa salah tujuan dari pemidanaan
adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-
persoalan hukum baru, terutama terhadap lembaga peradilan yang tidak
mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan
adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan
penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal.
Perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan
adanya Restorative Justice. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang
dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan ada

yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide ”penal

19 Covey, The Seven Habits of Highly Effecive People (terjemahan) Covey Leadership
Center, 2014, him. 3.
20 1bid. him. 7.
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reform” itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide Restorative
Justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide
menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan
yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara
(alternative to imprisonment / alternative to custody) dan sebagainya. Latar
belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan
perkara (the problems of court case overload), untuk penyederhanaan proses
peradilan dan sebagainya??.

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang
untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan
cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik
tersebut. Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip Restorative
Justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara
yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung (MA). Prinsip keadilan restoratif atau Restorative Justice
merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme
(tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan
mediasi.

Ada yang menarik dari Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana pengganti Perkap lama Nomor 14 Tahun 2012. Dalam perkap ini
beberapa kasus tindak pidana tidak harus pada proses sampai proses persidangan.

Tetapi bisa dilakukan penyelesaian dengan cara restoratif keadilan. Artinya,

2l Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2000, him. 169-171.
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penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan, hal tersebut tercantum dalam pasal Pasal 12

Perkap tersebut.

F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam

beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif,??yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data
sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana
yang berkaitan dengan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan
Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang
diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dikaitkan dengan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam

22 Endang Saefullah Wiradipraja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya
llmiah Hukum, Bandung, 2015, him 37.
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Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto
Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
. Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:
Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data
sekunder yang terdiri atas:
1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta
peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
a) Undang-Undang Dasar Negara R Tahun 1945 hasil Amandemen
b) KUHP
¢) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban
e) Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak
Pidana
2) Bahan hukum sekunder, vyaitu bahan-bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil
penelitian.
3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan

bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang
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dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun
yang lainnya.
4. Analisis Data
Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik
kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam
menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif?3, yaitu data yang akan
diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber
lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara
kualilatif dan di sajikan secara deskriptif.
5. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Polresta Bandung, Perpustakaan UNLA, serta

Direktori Mahkamah Agung.

23 Daud Silalahi, Metode Penelitian Hukum, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung,
2001, him. 21.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN

RESTORATIVE JUSTICE

A. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar
penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah
penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian
pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan
istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi
kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-
ide.?

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

24 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. him. 181
25 Layyin Mahfiana,. llmu Hukum. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. him. 19

24
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dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-
nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun
nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan
peraturan yang formal dan tertulis.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanakan hukum
dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena
pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan,
yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau
berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga
mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna
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(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan
adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu
kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan
hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial
seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis
dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan
tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-
peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama.
Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam
masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau
pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin
dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya
dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan
kultural politis.

Pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru,
harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan
dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik.
Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik
lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa
sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan

penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi
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lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan
dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan
hukum masyarakat.

Taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja
tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat.
Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-
negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak
selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama
ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri
maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral
tradisional .2

Pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun
hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat
setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum
tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat
subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.?” Adil bagi seseorang belum
tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang
apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat
bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie).
Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin

orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu

% Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”,
Cetakan Pertama, Elsam dan Huma, Jakarta, 2012, him. 380.
27 1bid
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dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus
membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan
suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang
tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.?® Kualifikasi
tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit
diserahkan pada hakim.

Penegakan hukum?® adalah “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.*

Upaya penegakan hukum dalam hukum pidana tidak dapat dipandang
sebagai tanggung jawab secara parsial dan pihak tertentu. Hal itu karena adanya
keterkaitan berbagai pihak dalam penanganannya sebagai suatu sistem. Oleh
karenanya, sebagai suatu sistem perlu dipahami mengenai sistem peradilan pidana
itu sendiri.

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai
padanan dan criminal justice system. Definisi criminal justice system dalam
Black’s Law Dictionary disebutkan sebagai “The system typically has three
components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process

(judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials,

%8 Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum”, Citra Aditya Bakti,
Yoyakarta, 2013, him. 2.

2 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.

30 Id.wikipedia.com e-learning.gunadarma.ac.id www.google.com/diakses tanggal 14
Maret 2022
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probation officers, parole officers)”.3' Pengertian tersebut lebih menekankan pada
“komponen” dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa
penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu
pengertian diatas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk “menegakkan
hukum pidana”, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan
pidananya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan
yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.*? Disamping
membeni penekanan pada suatu “jaringan” peradilan, juga menekankan adanya
penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara
menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum
penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut, sedangkan dalam pengertian
Black’s terlihat lebih menekankan pada kelembagaannya (komponen).

Sistem dalam sistem peradilan pidana meliputi keterpaduan bekerjanya
elemen-elemen pendukung peradilan pidana maupun gagasan-gagasan yang
tersistimatis.®® Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian
pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan
peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

31 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn,
2011, , him. 381

%2 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 2015, him. 4

% bid, him. 15
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Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi
yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil
tertentu dengan segala keterbatasannya.®* Pengertian tersebut memberi
pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara
terpadu antara peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang
dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksananya.

Criminal justice process adalah setiap tahap dan suatu putusan yang
dihadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada
penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi
antara keputusan dan setiap instansi yang tenlibat dalam proses peradilan pidana.®
Peradilan pidana sebagai “proses”, didalamnya terdapat pentahapan penanganan
oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu
keputusan hingga ada penentuan status hukum bagi tersangka/terdakwa.
Sedangkan peradilan pidana sebagai “sistem” didalamnya terdapat keterkaitan
hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam prosesnya kearah

suatu tujuan.

B. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli

% Romli Atmasasmita, Sistim Peradilan Pidana, Perspektjf Eksistensialisme dan
Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 2016, him. 14
% 1bid
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sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam

oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya

dilarang dengan ancaman pidana®®

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana,
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.®” Menurut Prodjodikoro,
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman
pidana.®

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma,
yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan
menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-

Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat
yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :*°

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya
yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan
mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana

% Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. him. 81
37 1bid, him. 81

% 1bid, him. 57

39 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. him. 69
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penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum.

Seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan
karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan
perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan
tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya,
dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana
ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu
masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum
daluwarsa); dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan
dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu
tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia,
bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana
Indonesia.

2. Unsur-Unsur Pidana
Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana
yaitu:4
1. Subyek dari pelaku tindakan.
2. Kesalahan dari tindakan.
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/
perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan

5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

40 Andi hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, him. 26
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Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat
dibagi menjadi 2 (dua) macam vyaitu :

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku
atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala
sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari
sesuatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya
didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal
340 KUHP.

e. Perasaan takut atau stres seperti antara lain yang terdapat didalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana
tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif

dari sesuatu tindak pidana itu adalah :


http://artonang.blogspot.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana.html
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a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.

b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri”
didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana
secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih
jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang
terdiri dari :

a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan
dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum
positif sebagai anasir yang melawan hukum (onrechtmatig) yang dapat
diancam dengan pidana.

b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan
pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu
terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) dan elemen
subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (toerekeningsvatbaarheid)

terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.*!

“11bid, him. 36
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2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur

perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu strafbaar feit

(perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik,

yaitu ;42

a.

b.

Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak
berbuat (een doen of een nalaten);

Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen
akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-
kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi
kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari
perbuatannya seperti dalam delik materiel.

Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (opzet) atau
alpa (culpa).

Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Eelemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi
segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka
hukum (in het openbaar) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP
diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (voorbedachteraad).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan

pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis

yaitu

a. Kejahatan (misdrijven), yang disusun dalam Buku 1l KUHP, kejahatan adalah

Criminal-onrecht yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan

norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan

dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP

yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan

lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum

pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

“2 ibid, him. 82
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b. Pelanggaran (overtredingen), disusun dalam Buku Il KUHP, pelanggaran
adalah politie-onrecht adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau
keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain
perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan
penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal
504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain. Sanksi
Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat
adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik
masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi
Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan
atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak

pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum.

C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah
serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam
serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung
(sanctum; sanctuary) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru
menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan
menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban Kketika
membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan
sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia
memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat

kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam
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masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu
kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal
dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan
ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai
budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karna itu
kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari
budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan
penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat
mesti campur tangan terkait urusan bagimana anggota keluarga harus bersikap
dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi
perhatian baik dari masyarakat (society) maupun Negara (state).

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu,
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan
hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat
diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak
mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya
masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan
tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-
undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga adalah :
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“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk
kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang
mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di
atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis
kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga
kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan
anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 KUHP
yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan
menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana bentuk-
bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan
perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitap Undang-Undang
Hukum Pidana sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman
kekerasan).

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam

UU No. 23 Tahun 2004,32 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan
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yang berakiba timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu,
bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan
oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami
dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan
melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun
perdata. Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran
rumah tangga.

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini
memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti
: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.

2. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional
dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep

diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian,
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ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anank-anak, melarang istri
mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburuh atau memiliki yang
berlebihan, termaksud barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh
diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan
dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa
terhadap istri.

3. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke
ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa
berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

4. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finalsial atau
penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karna persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga
berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantunan ekonomi dengan
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau

diluar rumah sehingga korban.
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Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :*

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan
emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan
nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun
lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota
keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut
dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan
kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat
terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat
dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa
penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan
emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada
perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung
oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa
menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang
tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat
sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh
nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan
reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain
berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara
umum, yaitu :44
1. Faktor Individu
Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan.
Adalah:
a. Sering mabuk karena minuman beralkohol
b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
c. Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya

d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata

4 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 76-77

4 Dwi lka Putri, Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009, him.33.
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Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak

sanggup menghadapi urusan keluarga

2. Faktor Keluarga

a.

C.

Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan
mengargai, serta tidak menghargai peran wanita

Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada
keluarga.

Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

3. Faktor masyarakat

a.

b.

Kemiskinan
Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara
penduduk.

Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang

tinggi

4. Faktor-faktor lain

a.

Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling
dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Himpitan ekonomi keluarga

Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,

Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya
temperamental.

Faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan

kurangnya komunikasi antara suami dan istri/keluarga sehingga menimbulkan
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sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang
mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan
kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam
menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan
suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-
masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat

terbaik bagi istrinya.

D. Ketentuan Pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

“ Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai

dengan batas kemampuannya untuk:”

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

2. Memberikan perlindungan kepada korban;

3. Memberikan pertolongan darurat; dan

4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Setelah membaca unsur-unsur perlindungan yang sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, tidak lupa ada ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan oleh
Hakim yang mengadili perkara KDRT ini. Ketentuan pidana yang dapat menjerat
pelaku KDRT ini secara jelas kita lihat didalam pasal 44 s.d pasal 50 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga berbunyi :



Pasal 44

Pasal 45

1.

Pasal 46

44

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga

puluh enam juta rupiah).
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Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan
sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu)
tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda

paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang

yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat

menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan
pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun
pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan
lembaga tertentu.
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E. Restorative Justice

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah yang
sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu
tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan
Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan
oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang
terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:*

“Restorative Justice has become the term generally used for an
approach to criminal justice (and other justice systems such as a
school diclipinary system) that emphasizes restoring the victim
and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif
telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan
pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah
kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali
korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang
pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan
perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan
berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan
konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan
pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam
penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu
mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa

Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

4 Miriam Liebman, “Restorative justice: How It Works”, Jessica Kingsley Publishers,
London, 2017, him. 27.
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1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian
pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah
melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki
kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para
korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana
didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya. 46

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana
memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan
korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya
pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana
konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam
penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian
suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum
dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya
kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun,
musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restroratif
tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih
bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana

keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas

perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.*’

% G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2015, him. 42.

47 H. Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika,
Jakarta, 2014, him. 157.
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Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar
pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban.
Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi
antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya
persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan
kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya
dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Salah satunya dalam penyidikan, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap)
merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan pekembangan hukum,
termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-
XI11/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri
(perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
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https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019-pencabutan-perkap-manajemen-penyidikan.html
https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019-pencabutan-perkap-manajemen-penyidikan.html
https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perpol-6-tahun-2019-pencabutan-perkap-manajemen-penyidikan.html
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